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BUPATI FAKFAK 
PROVINSI PAPUA BARAT 

  

PERATURAN BUPATI FAKFAK 
NOMOR 10 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FAKFAK NOMOR 44 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI FAKFAK, 
Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan maka perlu di 

tambah satu Inspektur Pembantu di Bidang Investigasi 

Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Fakfak 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Insfektorat 

Daerah Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan  Peraturan 

Bupati Fakfak; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di 

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2907); 

 

 

SALINAN  
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Idonesia Nomor 6697); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kabupaten Fakfak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka 

Kreditnya; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak Nomor 013) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Fakfak Tahun 2020 Nomor 05); 

14. Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten 

Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI FAKFAK NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 
FAKFAK. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 

Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 

44) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Organisasi Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur. 

(2) Inspektur dimaksud pada ayat (1), membawahkan : 

a. Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari: 

1) Subbagian Umum  

2) Subbagian Keuangan; dan 

3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. 

b. Inspektur Pembantu wilayah I, wilayah II, wilayah III, dan wilayah  IV  

b1. Inspektur Pembantu Bidang investigasi, Reformasi Birokrasi dan  

Pencegahan Tindak Pindana Korupsi; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

(1)  Inspektur Pembantu  Pasal 9A Bidang investigasi, Reformasi Birokrasi 

dan Pencegahan Tindak Pindana Korupsi  

(2) Inspektur Pembantu Bidang investigasi, Reformasi Birokrasi dan 

Pencegahan Tindak Pindana Korupsi mempunyai tugas membantu 

Inspektur dalam melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelangaran administrasi 

pelangaran kode etik dan kode prilaku aparatur sipil negara di 

lingkungan pemerintah kabupaten fakfak. 
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(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud inspektur pembantu 

bidang investigasi, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak 

Pindana Korupsi berdasarkan pada program kerja pengawasan 

tahunan (PKPT) inspektorat daerah. 

(4) Untuk melaksanakan tugasnya Inpektur pembantu bidang investigasi, 

Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pindana Korupsi 

menyelengarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang 

berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku 

aparatur sipil negara; 

b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi 

praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran 

administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur 

sipil negara; 

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan 

informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek 

korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; 

d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; 

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak 

lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi 

praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran 

administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara; 

f. pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas 

menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani; dan 

g. melaksanakan tugas tambahan yang di berikan inspektur sesuai 

dengan bidang tugas investigasi. 
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Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Fakfak. 

Ditetapkan di Fakfak 
pada tanggal,1 April 2022 

BUPATI FAKFAK, 

  CAP/TTD 

UNTUNG TAMSIL 

 

Diundangkan di Fakfak 

pada tanggal,1 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK, 

CAP/TTD      

ALI BAHAM TEMONGMERE 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 10 
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN FAKFAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

SEKRETARIAT KELOMPOK  JABATAN  
FUNGSIONAL 

SUB BAG UMUM  SUB BAG  KEUANGAN  SUB BAG  
PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN  

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I 

 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH II 

 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH III 

 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH IV 

 

INSPEKTUR PEMBANTU 
BIDANG INVESTIGASI, 
REFORMASI BIROKRASI 
DAN PENCEGAHAN 
TINDAK PIDANA 
KORUPSI 

Lampiran: Peraturan Bupati Fakfak Tahun 2022 
Nomor  10  Tahun 2022 
Tanggal, 1 April 2022 

BUPATI FAKFAK, 

     CAP/TTD 

UNTUNG TAMSIL  


